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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
FPengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaannya, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pokok Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1859 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomeor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diuban dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeloiaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844),

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
439, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);



22.Peraturan Pemerintah Nomor §7 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

27.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

30.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2004 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 05 Nomor 6 Seri E);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Nomor 9 Seri E);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Nomor 22 Seri D);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Pembentukan Organisast dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24
Seri D);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri
D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK  PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasai 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

~

10.

Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
Bupati adalah Bupati Muara Enim;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim,;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerabh;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Muara Enim;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Kabupaten seiaku pengguna anggaran/pengguna barang;
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Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati / Wakil
Bupati dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerabh;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah,;

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah:

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD,;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD;

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

Pejabat penatausahaan keuangan daerah SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD,;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit ‘kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya;

Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada SKPD selaku pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggunjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD;

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada SKPD selaku pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
nelaksanaan APBD pada SKPD;

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan;

Unit Kerja adalah yang melaksanakan satu atau beberapa program pada SKPD,;
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
pelanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD,; :

Rencana Kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA PPKD adalah rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju;

Prakiraan Maju (Forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
perikutnya;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam
rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional;

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-
fungsi tersebut, yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil
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(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
koembinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam suatu program,;

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah;

Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah kabupaten yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah kabupaten yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih;

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah;

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah;,

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeiuaran anggaran selama satu periode anggaran;

Pinjarman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah kabupaten
dan/atau hak pemerintah kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat
lainnya yang sah;

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perianjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Dokumer: Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
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dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya
disngkat DPA PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan
Pengeloiaan Keungan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran; )

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan olen bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen
yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan;

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumenya
disiapkan oleh PPTK;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,;

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
uang persediaan untuk mendanai kegiatan;

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan;



78. Surat Perintah Mernbayar Langsung yang selanjuinya disingkat SPM-LS adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;

79. Surat Perintah Pencairan Dana yang seianjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM,;

80. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

81. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat beharga, dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
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Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja
pada SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas;

Bagian kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

t.  Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar
tagihan pihak ketiga,

o3 Fenerimaan daerah;

o Pengeluaran daerah;

. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
plutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f. Kekayaan pihak fain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengeiolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan Rancangan APBD,
penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggunjawaban pelaksanaan APBD,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan
keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa pengeiolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. °
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Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang
maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan
dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan
kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan dengan wajar dan proporsicnal.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan
daeran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB il
' KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Bupati selaku Kepala Pemerintah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengeiolaan barang daerah;

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

&, Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
Memerintahkan pembayaran.

@ ™

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memenntahkan menguji, dan
yang menerima atau mengeluarkan uang.

10
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Bagian Kedua
Koordinator Pengeloiaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan tugas koordinasi di bidang :
a Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD,;

b.  Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c.  Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d.  Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

e.  Tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan
daerah; dan

f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris

Daerah mempunyai tugas :

a.  Memimpin TAPD;

b.  Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

¢c.  Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d.  Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b

rnempunyai tugas :

a.  Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daeranh;

b.  Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c.  Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

d.  Melaksanakan fungsi BUD;

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang;

a.  Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,;

b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

¢.  Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,;

d.  Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
daerah,;

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. Menetapkan SPD;

g.  Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

daerah;
h.  Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan

1
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i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
J Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik

daerah.
(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.

{4) PFPFKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 8

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

Menyiapkan anggaran kas;

Menyiapkan SPD;

Menerbitkan SP2D;

Menyiimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau

lembaga keuangan iainnya yang ditunjuk;

f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. Menyimpan uang daerah;

h.  Meiaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
daerah;

i Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;

i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

K. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

I Melakukan penagihan piutang daerah.

© 0T
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Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
Pasal 9

PPKD dapat meiimpahkan kepada pejabat iainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan
tugas-tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

Melzakukan pengendalian peiaksanaan APBD,;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
kabupaten;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

o
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Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 10

Kepaia SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas :

a. Menyusun RKA-SKPD,;

b. Menyusun DPA-SKPD;

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

Menandatangani SPM,;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
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j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.
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Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja.

Melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Mengadakan lIkatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran

yang telah ditetapkan.

e. Menandatangani SPM LS dan SPM TU,;

f.  Mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya; dan

g. Melaksanakan tugas- tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna anggaran.
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Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang dalam meiaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit
kerja SKPD selaku PPTK.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.

(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
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PPTK mempunyai tugas mencakup :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

oo

Dokurnen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ mencakup dokumen
adiministrasi kegiatan maupun dokumen adminstrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 13

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a.  Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
hendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b.  Meneliti kelengkapan SPP-UP. SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasiian lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

C. ivielakukan verifikasi SPP;

d.  Menyiapkan SPM;

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan,;

f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan

g, Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPr-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
SKPD.

HBendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat fungsionai.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta
membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan iainnya atas nama pribadi.

[Daiam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan
Bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada Unit Kerja
terkait;

Bandahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB Ill
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Azas Umum APBD

14
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asal 15

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah.

Penyusunan APBD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD
dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti
bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti
bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa
anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi

engangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
cerekonomian.,

Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa
kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi Stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa
anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 17

\
Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Fenerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan
vang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18
Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati

olen seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian
pelayanan umum.
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(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya

Pasal 19
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup.

Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
berdasarkan pda ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 22

(1)  Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
Pendapatan daerah;
Belanja daerah; dan
Pembiayaan daerah.
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(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas
dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali
oleh daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ meliputi semua
transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 24
(1) Pendapatan daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan
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rincian obyek belanja.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian
pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 25

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan
atas :

Pendapatan asli daerah;

Dana perimbangan; dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 26

(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak
daerah dan retribusi daerah.

{3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan dearah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
a. Bagian laba atas penyertaan modai pada perusahaan milik daerah/BUMD;
b.  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok
usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam
jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsuran/cicilan;

Jasa giro;

Pendapatan bunga;

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

Pendapatan denda pajak;

Pendapatan denda retribusi;

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

Pendapatan dari pengembalian;

Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

Pendapatan dari Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD).
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Pasal 27
(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang didasari
Dana bagi hasil;

Dana alokasi umum; dan
Dana alokasi khusus.
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Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
a. Bagi hasil pajak; dan
L. Bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 28

Kelompok iain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi
swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang
tidak mengikat;

b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat

bencana alam;

Dana bagi hasil pajak dari provinsi Sumatera Selatan kepada Daerah;

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

e.  Bantuan keuangan dari provinsi Sumatera Selatan atau dari pemerintah daerah lainnya.
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Pasal 29

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal
dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,
badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun
barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 30

(1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.

(2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan dan hasil pemanfaatan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
yang di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada
SKPD.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 31

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang raenjadi kewenangan
daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan waijib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
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memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan. Kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum vyang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kiasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat {1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
.  Pendidikan;

b. Kesehatan;

o Pekerjaan umum,;

d. Perumahan;

€. Penataan ruang;

£ Ferencanaan pembangunan;

g. Perhubungan;

h.  Lingkungan hidup;

i Pertanahan;

i Kependudukan dan catatan sipi;

Pemberdayaan perempuan dan periindungan anak;
Keluarga berencana dan keluarga sejantera;
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m. Sosial;

n.  Ketenagakerjaan;

©.  Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. Penanaman modal;

g.  Kebudayaan;

r. Kepemudaan dan olah raga;

S Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

L. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian;

u. Ketahanan Pangan;

v.  Pemberdayaan masyarakat dan desa;

w.  Statistik;

. Kearsipan; dan

y.  Komunikasi dan informatika.

Z. Perpustakaan;

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencaxup !

2. Peranian;

Kehutanan;

Energi dan sumber daya mineral;

Pariwisata,

Perdagangan;

Kelautan dan Perikanan

Perindustrian ; dan

Ketransmigrasian.
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Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
lertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kabupaten
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program
dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan waijib dan urusan pilihan.

Pasal 33

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan
pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
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Ekonomi;

Lingkungan hidup;

Perumahan dan fasilitas umum;
Kesehatan;

Pariwisata dan budaya,;
Pendidikan; dan

Perlindungan sosial.
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Pasal 34

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah kabupaten.

Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 36
(1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri
dari :
a.  Belanja tidak langsung; dan
b.  Belanja langsung.

(23 Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

(3) Kelompok belanja Ian/gsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung
Pasal 37

Kelompaok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi
menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Beianja pegawai,

Bunga;

Subsidi;

Hibah;

Bantuan sosial;

Belanja bagi hasi,

Bantuan keuangan; dan

Belanja tidak terduga.
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Pasal 38

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.



